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Abstrak 

Kebijakan yang ada memberikan arah yang jelas bagi organisasi atau pemerintah 
untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama dalam sektor pariwisata. Implementasi 

kebijakan adalah langkah terakhir dari proses kebijakan. sebenarnya, proses implementasi 

aturan menjadi penentu terakhir yang paling signifikan atas pembuatan secara 

keseluruhan kebijakan. Tujuan implementasi adalah membangun jaringan untuk 
membuka peluang dimana tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas 

organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu 

agenda kegiatan, seperti halnya sector pariwisata. Untuk itu, Teori yang digunakan untuk 
melakukan kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan teori 

ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Kata Kunci: Kebijakan; Pariwisata; Berkelanjutan; Potensi Ekonomi  

PENDAHULUAN 

Kabupaten Sinjai, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi pariwisata 

yang besar. Dengan keindahan alamnya, seperti pantai-pantai yang menakjubkan, budaya yang kaya, 

dan warisan sejarah yang beragam, Sinjai memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata 

sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat setempat. Namun, untuk memanfaatkan 

potensi pariwisata dengan baik, diperlukan kebijakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Kebijakan 

ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mempromosikan budaya lokal, dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan 

pariwisata di Kabupaten Sinjai dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat jangka 

panjang bagi masyarakat dan lingkungan. 

Pariwisata merupakan sektor strategis dan media untuk mengintegrasikan program dan 

kegiatan antar sektor pembangunan. Dengan demikian pariwisata merupakan leading pembangunan 

yang dapat menggerakan perekonomian suatu wilayah. Kebijakan pemerintah di bidang pariwisata 
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seperti tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 s.d 2025 

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011[1] antara lain 

meningkatkan kualitas pariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di tempat destinasi, 

penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing, penguatan kemitraan usaha, penciptaan 

kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab lingkungan, menciptakan komunikasi yang 

kredibel dalam penyampaian produk wisata, pengembangan organisasi dan SDM. 

Dari kebijakan tersebut kemudian Kabupaten Sinjai menyusun Peraturan Daerah Peraturan 

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Tahun 2018-2033. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara pariwisata 

yang menjadikan sektor pariwisata sebagai alternatif dalam mendorong perekonomian daerah. Dari 

data yang dirilis melalui media online www.kabarsinjai.com  pada tanggal 15 April 2022 dimana 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1,150 Miliar. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari target 

tahun sebelumnya yakni berkisar pada angka Rp. 520 Juta. Kenaikan yang direncanakan tersebut 

melihat minat wisatawan yag berkunjung semakin banyak pasca pandemi kian memberikan ruang 

untuk melakukan aktivitas diruangan terbuka. 

Kebijakan yang lahir perlu diimpelementasikan agar rencana tindakan yang dirancang dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan yang ada memberikan arah yang jelas bagi 

organisasi atau pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama dalam sektor pariwisata. 

Implementasi kebijakan adalah langkah terakhir dari proses kebijakan. sebenarnya, proses 

implementasi aturan menjadi penentu terakhir yang paling signifikan atas pembuatan secara 

keseluruhan kebijakan. Dengan kata lain, sebaik apa pun formulasi dan rumusan aturan yang dibuat, 

menjadi tidak signifikan manakala pembuatan itu tidak melanjutkan proses implementasi. Dengan 

demikian, sama sekali tidak mengatakan rumusan dan formulasi kebijakan buruk atau baik, Jika itu 

dilakukan, maka akan memiliki manfaat [2]. 

Dari kebijakan tersebut diharapakan pekerjaan rumah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Sinjai dapat teratasi. Pekerjaan rumah bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Sinjai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Sinjai A. Seto Gadista Asapa, SH., LLM yang 

dimuat dalam media online [3] . Dalam pertemuannya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif beberapa waktu yang lalu Bupati Sinjai mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam 

sektor pariwisata saat ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan desa wisata, 

kurangnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kreatif di desa. Kekurangan tersebut 

tentu saja berdampak pada banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang tidak mampu bersaing dengan 

daerah lainnya. Kendala tersebut perlu penanganan atau alternatif solusi sehingga melahirkan 

kebijakan yang akan menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai. 

http://www.kabarsinjai.com/
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Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda dunia dalam proses pembangunan 

disetiap negara. Para stakeholder diharuskan melibatkan prinsip pembangunan berkelanjutan didalam 

setiap pengambilan kebijakan serta rencana pembangunan dalam suatu wilayah. [4] Pedoman 

Destinasi Berkelanjutan yang disusun dalam Permen No.14 Tahun 2016 memberikan acuan yang 

komprehensif mengenai tata kelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Melalui pedoman 

tersebut, setiap pengelola mampu melaksanakan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan 

kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Pengelolaan destinasi berkelanjutan 

mencakup empat aspek yakni, perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi. Keempat kriteria 

tersebut yang menjadi dasar dalam pembangunan kepariwisataan, dan keseimbangan yang sesuai harus 

dibentuk untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. [5]  

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan desa wisata merupakan 

permasalahan yang sering terjadi dalam pengembangan pariwisata di suatu wilayah. Masyarakat yang 

tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan desa wisata dapat menyebabkan 

pengembangan pariwisata menjadi tidak berkelanjutan dan bahkan dapat merusak lingkungan dan 

kebudayaan setempat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kreatif di desa 

juga merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat perkembangan sektor pariwisata dan 

ekonomi di suatu daerah. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat aksesibilitas 

dan daya tarik destinasi wisata, sehingga menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung dan 

menghabiskan waktu di daerah tersebut. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga dapat 

menghambat pengembangan usaha ekonomi kreatif di desa, sehingga masyarakat setempat sulit untuk 

meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya. 

Permasalahan tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa proses implementasi kebijakan 

yang lahir dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun 

dengan baik dan pendanaan telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan 

mengkolaborasikan antara tujuan kebijakan dan penerapannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini 

sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn [6]  bahwa tujuan implementasi adalah 

membangun jaringan yang membuka peluang dimana tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui 

aktivitas organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu 

agenda kegiatan, seperti halnya sector pariwisata. Untuk itu, Teori yang digunakan untuk melakukan 

kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan teori ini, kesuksesan 

implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi [7]. Berdasarkan perumusan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana penerepan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai? 
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METODOLOGI 

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

studi kasus sebagai pendekatan/strategi penelitian, yang berarti bahwa mengambil pendekatan studi 

kasus di destinasi pariwisata tertentu di Kabupaten Sinjai. Ini memungkinkan peneliti untuk 

melakukan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam 

konteks nyata. Dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di destinasi 

tersebut. Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Hutan Mangrove Desa Tongke-Tongke 

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Petugas Jaga di Destinasi Wisata, 

Pengunjung Destinasi Wisata, Pedagang di Sekitar Destinasi Wisata. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses implementasi kebijakan yang lahir dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah 

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dengan baik dan pendanaan telah siap dan disalurkan 

untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan mengkolaborasikan antara tujuan kebijakan dan 

penerapannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van 

Horn bahwa tujuan implementasi adalah membangun jaringan yang membuka peluang dimana tujuan 

kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai 

pihak yang berkepentingan dalam suatu agenda kegiatan, seperti halnya sector pariwisata. Untuk itu, 

Teori yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. 

Berdasarkan teori ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  

Penerepan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai akan diuraikan dalam 

hasil penelitian ini sebagai berikut menggunakan indikator Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi: 

1. Komunikasi 

Setiap regulasi yang akan dirancanga untuk pariwisata berkelanjutan, Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata senantiasa melakukan koordinasi dengan Bidang Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sinjai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerak (DPRD) Kabupaten Sinjai. 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public 

policy process) sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya 

suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan 

tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85). Beberapa peristiwa dari program kebijakan 

memerlukan hubungan yang baik antar-instansi terkait melalui dukungan komunikasi dan 
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koordinasi. Oleh karena itu, diperlukanlah koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi bagi 

keberhasilan pelaksanaan suatu program. 

2. Sumber Daya 

Keterbatasan akan sumber daya menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dan 

dicari solusinya secara bersama, terlebih dalam implementasi sebuah kebijakan pengelolaan 

pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Sinjai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Sinjai harus melakukan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 

pelatihan dan pendidikan, peningkatan alokasi anggaran pada sektor pariwisata, pengembangan 

infrastruktur pendukung, dan peningkatan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat guna memahami kebijakan yang 

akan dijalankan. 

Letak geografis Kabupaten Sinjai yang berada diantara wilayah Kabupaten Bone, 

Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Gowa sehingga memiliki peluang besar untuk 

mengembangkan destinasi wisata yang ada. Kabupaten Sinjai termasuk iklim subtropis, yang 

mengenal 2 (dua)musim, yaitu musim penghujan pada periode April – Oktober, dan musim 

kemarau yang berlangsung pada periode Oktober-April. 

Data tentang tingkat pendidikan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Sinjai menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan. Terdapat 

kekurangan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam pengelolaan pariwisata 

berkelanjutan, sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, 

pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai pemerintahan dan masyarakat setempat masih 

sangat diperlukan, agar tidak menjadi penghambat dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan.  

Berikut data pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berdasarkan 

tingkat pendidikan. 

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat 

Pendidikan 

Jurusan Jumlah 

1 S2 Manajemen Kependudukan dan SDM 1 

Administrasi Pembangunan 1 

Ilmu Sosial 1 

Manajemen dan Keuangan Daerah 1 

Manajemen Sumber Daya Aparatur 1 

2 S1 Tafsir Hadis 1 
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No. Tingkat 

Pendidikan 

Jurusan Jumlah 

Teknik Sipil 1 

Ilmu Kesejahteraan Sosial  3 

Ekonomi Akutansi 2 

Ilmu Ekonomi 1 

Manajemen Pariwisata 2 

Manajemen Ekonomi 1 

Administrasi Negara/Publik 2 

Ilmu Pemerintahan 1 

3 DIV Manajemen Pariwisata 1 

4 DIII Pariwisata 1 

5 SMA SMA 1 

Total 22 

3. Disposisi 

Untuk impelementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan 

pariwisata berkelanjutan dalam hal disposisi para implementornya sudah terlaksana dengan baik, 

hal ini didukung dengan terlaksananya Tupoksi yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Sinjai. Selain itu, diadakan koordonasi dengan beberapa stakeholder yang berkaitan 

dengan program yang akan dijalan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai seperi 

Pokdarwis, Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah 

dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 

Koordinasi dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan lancar dan sesuai dengan 

perencanaan yang telah dirancang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai melalui 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2033. Untuk Tupoksi 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dilihat di 

https://disparbud.sinjaikab.go.id/web/trashed/.  

4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi yang kita kenal selama ini jika dalam bahasa inggris disebut Bureaucracy yang 

terdiri dari dua kata yaitu “bureau” yang artinya meja dan “cratein” yang berarti kekuasaan. Jika 

kekuasaan tersebut diterjemahkan berarti merujuk pada pada orang-orang yang ada dibelakang 

meja. Namun jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “birokrasi“ memiliki arti 

tentang bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan tersebut melibatkab pegawai pemerintah 
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yang berpegang pada kejelasan tentang hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau tata urutan 

pekerjaan yang biasanya serba lamban serta berdasar pada tata aturan yang ruwet.  

Untuk itu, jika berbicara tentang implementasi kebijakan maka kita akan teringat sesuatu 

yang bersifat kompleks dan berliku-liku. Dimana implementasi kebijakan ini menuntut kerjasama 

oleh banyak pihak. Oleh karena itu, struktur birokrasi harus selalu kondusif dengan adanya 

implementasi suatu kebijakan, jika tidak demikian maka hal ini akan menyebabkan kurang 

efektifnya impelemntasi dan tentu saja akan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. 

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sinjai berpedoman pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Tahun 2018-2033. Dalam dokumen RIP tersebut tertera tujuan pengembangan 

pariwisata yakni; (a) memberikan arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten; (b) memberikan 

pedoman perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan Pariwisata Kabupaten; dan (c) 

menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.  

PENUTUP 

Kebijakan Berkelanjutan sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, hal ini tentu saja di 

dukung dengan kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai yakni Peraturan Daerah Nomor 

19 Tahun 2019, tentu saja tujuan kebijakan tersebut untuk mengembangkan potensi wisata secara 

berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan, promosi budaya lokal, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk itu, jika dilihat dari indikator yang dikemukan oleh Edward III tentang 

Implementasi kebijakan maka ditemukan hasil bahwa: (a) Komunikasi: Koordinasi antar instansi 

terkait masih memerlukan perbaikan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik. (b) 

Sumber Daya: Keterbatasan SDM dan infrastruktur menjadi penghambat utama dalam implementasi 

kebijakan. (c) Disposisi: Pemahaman dan dukungan implementor dalam menerapkan kebijakan sudah 

baik, namun perlu ditingkatkan melalui kolaborasi lebih erat dengan pemangku kepentingan. (d) 

Struktur Birokrasi: Kompleksitas birokrasi terkadang menghambat pelaksanaan kebijakan secara 

efektif. 

Selain itu, dibutuhkan pula penguatan diberbagai bidang misalnya pendidikan dan pelatihan 

bagi SDM pariwisata, peningkatan alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur pendukung, 

penyediaan sarana untuk ekonomi kreatif di desa wisata. Dengan demikian Implementasi kebijakan 

pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sinjai memerlukan penguatan di aspek komunikasi, SDM, dan 

birokrasi untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata. Sinergi antar 

instansi dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, sejalan dengan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan yang mendukung ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. 
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